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ABSTRACT 

 

Penelitian ini mengkaji perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia dan dampaknya 

terhadap sistem keuangan serta inklusi masyarakat. Dengan fokus pada isu utama, seperti 

transformasi digital, regulasi pemerintah, serta tantangan dalam literasi dan keamanan keuangan, 

penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fintech dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan analisis 

terhadap regulasi, inovasi teknologi, dan studi kasus layanan fintech seperti e-wallet, P2P lending, 

dan fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memberikan kontribusi signifikan 

dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta pemberdayaan UMKM. Namun, 

regulasi yang kuat dan literasi keuangan yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi tantangan 

seperti pinjaman online ilegal dan kesenjangan akses di daerah terpencil. 
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ABSTRACT 

 

This research examines the development of financial technology (fintech) in Indonesia and its 

impact on the financial system and societal inclusion. By focusing on key issues, such as digital 

transformation, government regulations, and challenges in financial literacy and security, this 

research aims to understand how fintech can drive inclusive economic growth. The approach used 

is descriptive qualitative, with analysis of regulations, technological innovation, and case studies 

of fintech services such as e-wallet, P2P lending, and sharia fintech. The research results show that 

fintech makes a significant contribution in increasing financial inclusion, transaction efficiency, 

and empowering MSMEs. However, strong regulations and better financial literacy are needed to 

overcome challenges such as illegal online lending and access gaps in remote areas. 

 

Keywords; Fintech; financial inclusion; regulation; digital technology; P2P lending; inclusive 

economy 
 

 

I. PENDAHULUAN  

 

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri keuangan, 

menciptakan inovasi yang menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan finansial. Salah satu 

wujud nyata dari transformasi ini adalah perkembangan teknologi keuangan (fintech) di sektor 

pinjaman online(Haerunnisa & Sugitanata, 2024). Dengan kemudahan akses melalui aplikasi 

berbasis smartphone, fintech pinjaman online menawarkan solusi pembiayaan yang lebih cepat, 

praktis, dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Prosesnya yang tanpa 

batasan geografis, didukung oleh analisis data canggih, memungkinkan pengguna mendapatkan 

pinjaman dalam hitungan menit. Kehadiran fintech ini tidak hanya memberikan alternatif bagi 

individu yang sebelumnya sulit mengakses perbankan konvensional, tetapi juga mempercepat 
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inklusi keuangan di masyarakat(Wasyith, 2019). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul 

tantangan seperti risiko bunga tinggi, ketidakseimbangan informasi, dan potensi ketidaksesuaian 

dengan nilai-nilai syariah yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari para pemangku kepentingan. 

Kompleksitas tantangan keuangan modern semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama 

mereka yang berada di luar jangkauan sistem perbankan konvensional. Kesulitan akses terhadap 

layanan perbankan sering kali disebabkan oleh persyaratan administratif yang rumit, keterbatasan 

geografis, hingga kurangnya literasi keuangan(Linggadjaya, Sitio, & Situmorang, 2022). Di sisi 

lain, kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih inklusif dan fleksibel terus meningkat, seiring 

dengan berkembangnya gaya hidup dinamis dan tuntutan ekonomi yang semakin beragam. 

Masyarakat kini membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat dan mudah diakses, tetapi juga 

mampu menjawab kebutuhan finansial mereka secara personal(Budiono, 2017). Kondisi ini 

menjadi peluang bagi teknologi keuangan modern untuk hadir sebagai jembatan, menjawab 

kesenjangan layanan keuangan dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif.  

Perspektif Maqashid Syariah menawarkan kerangka yang relevan untuk mengintegrasikan 

prinsip-prinsip syariah ke dalam layanan keuangan digital(Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 

2017). Dalam era modern yang didominasi oleh teknologi, kebutuhan akan keuangan yang cepat 

dan efisien harus tetap selaras dengan nilai-nilai Islam yang menitikberatkan pada keadilan, 

transparansi, dan kemaslahatan. Maqashid Syariah berfokus pada perlindungan terhadap agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap inovasi finansial, termasuk fintech, perlu 

dirancang agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomis tetapi juga menjamin kesejahteraan 

spiritual dan sosial(Haerunnisa & Sugitanata, 2024). Dengan demikian, layanan keuangan digital 

harus menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sembari 

memastikan keadilan dalam setiap aspek transaksi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang 

lebih inklusif, berkelanjutan, dan membawa keberkahan. 

Penggunaan fintech di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, didorong 

oleh kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas layanan keuangan digital. Berdasarkan laporan 

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), individu mendominasi segmen pengguna dengan 42,7%, 

disusul oleh pelaku UKM sebesar 28%, yang memanfaatkan fintech untuk kebutuhan transaksi 

harian, modal usaha, hingga optimalisasi operasional. Pengguna fintech sebagian besar berasal dari 

kelompok pendapatan menengah ke bawah, dengan penghasilan IDR 5-10 juta mendominasi 

sebesar 41,5%. Selain itu, kelompok usia produktif 26-35 tahun juga tercatat sebagai pengguna 

utama, dengan kontribusi sebesar 70,8%. Alasan utama beralihnya masyarakat ke fintech adalah 

karena kemampuannya menawarkan layanan yang cepat, fleksibel, dan efisien, mulai dari 

pembayaran hingga investasi. Teknologi ini juga telah mendorong inklusi keuangan, 

memungkinkan akses layanan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh 

lembaga keuangan tradisional. Namun, dinamika regulasi di sektor fintech tetap menjadi tantangan. 

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa fintech menjadi salah satu sektor 

dengan tingkat aduan tertinggi, mencapai 9.226 laporan dalam dua tahun terakhir (Mengulik Latar 

Belakang Pengguna FinTech Indonesia https://mitraberdaya.id/id/news-information/pengguna-

fintech-indonesia dikutip  24 Juli 2024) 

Untuk mengatasi tantangan ini, regulasi yang komprehensif diperlukan untuk menjamin 

keamanan, transparansi, dan keadilan bagi pengguna. Penerapan standar internasional seperti 

ISO/IEC 27001 untuk keamanan informasi, ISO/IEC 27701 untuk privasi data, dan ISO/IEC 

20000-1 untuk manajemen layanan TI menjadi langkah penting. Selain itu, kolaborasi antara 

regulator, pelaku industri, dan konsumen dapat menciptakan ekosistem fintech yang adil, 

berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang kuat dan penerapan 

prinsip-prinsip perlindungan konsumen akan membantu mendorong pertumbuhan fintech yang 

tidak hanya inovatif tetapi juga bertanggung jawab secara sosial (Mengulik Latar Belakang 

Pengguna FinTech Indonesia https://mitraberdaya.id/id/news-information/pengguna-fintech-

indonesia dikutip  24 Juli 2024) 

 

Transformasi sosial ekonomi melalui fintech menjadi peluang besar dalam mendukung 

inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat(Jahar, 2015). Kehadiran fintech memberikan 
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akses luas kepada segmen masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau oleh layanan perbankan 

tradisional, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat 

pedesaan(Abdullah, 2002). Dengan proses yang lebih sederhana, cepat, dan berbasis teknologi, 

fintech mampu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan solusi pembiayaan yang 

sesuai kebutuhan dalam mengintegrasi teknologi dengan nilai-nilai keislaman membuka ruang 

untuk menciptakan sistem keuangan berbasis syariah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, 

keberlanjutan, dan kemaslahatan(Nila Atikah, 2024). Dengan memadukan inovasi teknologi dan 

prinsip maqashid syariah, fintech dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang tidak 

hanya inklusif, tetapi juga beretika, menghadirkan keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

 

II. METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk 

mengeksplorasi peran fintech dalam mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan 

integrasi nilai-nilai keislaman dalam sistem keuangan(Purwanza dkk., 2022). Studi literatur dipilih 

karena memberikan ruang untuk menganalisis teori, konsep, dan perspektif dari berbagai sumber 

sekunder, seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, regulasi, dan artikel yang 

relevan(Nirmadarningsih Hiya, 2022). Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui 

pengumpulan data dari sumber terpercaya, evaluasi kredibilitas literatur, serta analisis isi untuk 

mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan dalam pembahasan. Penelitian ini berfokus pada isu-

isu utama, seperti regulasi fintech, perlindungan konsumen, keadilan ekonomi, dan penerapan 

maqashid syariah dalam keuangan digital(Yusanto, 2020).  

Hasil analisis akan disintesiskan untuk membangun argumen komprehensif mengenai 

hubungan antara fintech dan pengembangan sistem keuangan yang inklusif dan berbasis syariah. 

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai 

tantangan sekaligus peluang fintech dalam menciptakan transformasi sosial ekonomi yang 

berkelanjutan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk pengembangan fintech berbasis nilai 

keislaman di masa depan(Nurahma & Hendriani, 2021). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Fintech Pinjaman Online 

 

Kerangka filosofis Maqashid Syariah merupakan landasan utama yang menjadi tujuan 

fundamental dalam penerapan syariah Islam(Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017). 

Maqashid Syariah berupaya mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual 

dengan berfokus pada pencapaian kemaslahatan universal (maslahah ammah), yakni upaya 

menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya dan menghindari kemudaratan bagi umat manusia. 

Dalam hierarki maqashid, terdapat tiga tingkatan perlindungan yang menjadi prioritas(Majid, 

2022):  

a. Dharuriyyat, kebutuhan mendasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang 

harus dijaga untuk keberlangsungan hidup. 

b. Hajiyyat, kebutuhan penunjang yang memudahkan kehidupan tanpa mendesak. 

c. Tahsiniyyat, kebutuhan pelengkap yang memperindah serta meningkatkan kualitas 

hidup.   

 

Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dinamis, memungkinkan syariah 

untuk relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi fondasi 

dalam mendesain kebijakan atau sistem, termasuk dalam sektor keuangan, yang memastikan bahwa 

keadilan, transparansi, dan kesejahteraan kolektif tetap terjaga(Romli, 2019). Konsep ini relevan 

dalam konteks modern, seperti dalam pengembangan teknologi keuangan berbasis syariah, yang 

mengintegrasikan inovasi dengan nilai-nilai maqashid untuk menciptakan sistem keuangan yang 

inklusif, beretika, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat(Afif Muamar dan Ari Salman 

Alparisi, 2017). Prinsip-prinsip dasar dalam transaksi keuangan syariah berfokus pada terciptanya 
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keadilan dan keseimbangan dalam setiap interaksi ekonomi. Salah satu prinsip utama 

adalah(Zahara, 2020); 

 

a.  Keadilan (adl), yang memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi memperoleh 

hak dan kewajiban yang jelas serta setara, tanpa ada pihak yang dirugikan.  

b. Larangan riba menjadi fundamental, di mana bunga yang diterapkan pada transaksi 

pinjaman dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang menguntungkan satu pihak dan 

merugikan pihak lain.  

c. Transaksi syariah juga menghindari gharar (ketidakpastian)  

d. Maysir (spekulasi), yang dapat menciptakan kerugian bagi pihak yang tidak memiliki 

informasi yang jelas atau terlibat dalam perjudian finansial.   

 

Sebagai gantinya, sistem keuangan syariah mengedepankan konsep bagi hasil dan risiko 

bersama, yang berarti keuntungan atau kerugian dalam suatu transaksi dibagi secara adil sesuai 

dengan kontribusi masing-masing pihak(Sadari & Hakim, 2019). Pendekatan ini mendorong 

kolaborasi yang saling menguntungkan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi keuntungan. 

Transparansi dan kehati-hatian dalam bertransaksi juga merupakan prinsip kunci, di mana setiap 

pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat, ketentuan, dan potensi risiko yang 

terlibat. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan syariah bertujuan menciptakan 

sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi semua pihak tanpa 

mengorbankan nilai moral atau sosial(Hamidah, 2024). Implementasi nilai-nilai maqashid syariah 

dalam teknologi keuangan digital berperan penting dalam menciptakan sistem yang tidak hanya 

inovatif tetapi juga etis dan berkeadilan. Salah satu aspek utama adalah perlindungan hak-hak 

konsumen, yang menjamin bahwa pengguna platform fintech mendapatkan perlakuan yang adil, 

transparan, dan terlindungi dari praktik eksploitasi atau penipuan(Zuchroh, 2024). Untuk mencapai 

ini, penting adanya mekanisme verifikasi yang ketat serta pengendalian risiko syariah yang 

memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta selaras dengan 

prinsip-prinsip keuangan Islam(Budiono, 2017).   

algoritma fintech yang digunakan dalam proses peminjaman atau investasi harus dirancang 

dengan mempertimbangkan etika dan prinsip syariah, seperti penghindaran ketidakpastian yang 

berlebihan dan risiko spekulatif yang merugikan salah satu pihak melalui pemrograman algoritma 

yang memprioritaskan keadilan dan transparansi dalam keputusan yang diambil(Suryono, 2019). 

Pengembangan model bisnis fintech harus mendukung kesejahteraan sosial ekonomi, dengan 

menciptakan peluang bagi pemberdayaan masyarakat, terutama yang kurang terlayani oleh sistem 

keuangan tradisional, seperti UMKM dan individu di daerah terpencil(Norrahman, 2023). Dengan 

mengintegrasikan nilai maqashid syariah dalam setiap aspek teknologi keuangan digital, fintech 

dapat menciptakan ekosistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga 

memberikan manfaat sosial yang luas, mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. 

 

2. Transformasi Model Bisnis Pinjaman Online Berbasis Syariah 

 

Mekanisme pembiayaan digital sesuai prinsip syariah memanfaatkan berbagai skema akad 

yang telah diatur dalam hukum Islam untuk memastikan setiap transaksi keuangan tidak hanya 

efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan(Billytona, Rizal, Khoiriyah, 

Kurnia, & Oktavia, 2024). Beberapa skema akad yang paling umum digunakan dalam fintech 

syariah adalah (Sadari & Hakim, 2019); 

a. Murabahah, platform fintech membeli barang atau aset sesuai permintaan konsumen 

dan kemudian menjualnya dengan harga yang disepakati, yang mencakup margin 

keuntungan yang transparan.  

b. Mudharabah dan musyarakah, di sisi lain, adalah bentuk bagi hasil yang 

mengedepankan kerjasama antara pihak yang menyediakan modal dan yang mengelola 

usaha, dengan pembagian keuntungan yang jelas dan adil sesuai kesepakatan awal. 
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Pentingnya sistem perhitungan bagi hasil yang transparan dalam mekanisme pembiayaan 

digital adalah untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. 

Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi atau pembiayaan harus dihitung 

berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya antara 

penyedia dana dan penerima pembiayaan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau 

dieksploitasi(Norrahman, 2023). Selanjutnya, mekanisme pembayaran berbasis digital harus 

dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penghindaran unsur riba dan memastikan 

bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari spekulasi berlebihan atau ketidakpastian. Pembayaran 

dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak memberatkan pihak debitur, dengan pengaturan 

angsuran yang adil dan transparan(Wakhidah, Widyawati, & Pramono, 2024). Untuk menjamin 

bahwa setiap transaksi benar-benar memenuhi syariah, kontrol dan verifikasi digital sangat penting.  

Sistem teknologi harus mencakup audit dan mekanisme kontrol yang mampu memastikan 

bahwa semua aktivitas transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah, baik dari segi akad, perhitungan, 

maupun pembayaran(Lubis, 2023). Hal ini dapat dilakukan melalui smart contracts atau sistem 

otomatis lainnya yang memverifikasi kepatuhan syariah secara real-time, mengurangi potensi 

penyimpangan, dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat(Kurniawijaya, 

Yudityastri, & Zuama, 2021). Dengan demikian, pembiayaan digital yang berbasis syariah tidak 

hanya efektif dalam mendukung inklusi keuangan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan 

sosial dalam setiap transaksi. Inovasi produk dan layanan keuangan digital berbasis syariah 

menghadirkan berbagai solusi canggih yang mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan 

masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan platform pinjaman mikro berbasis syariah, yang 

menyediakan akses pembiayaan bagi individu atau usaha kecil yang sebelumnya sulit dijangkau 

oleh sistem perbankan tradisional(Dz., 2018).  

Skema akad syariah seperti murabahah atau mudharabah, platform ini memberikan 

pinjaman tanpa bunga, dengan ketentuan yang adil dan transparan, serta menghindari unsur-unsur 

riba, gharar, dan maysir(Zahara, 2020). Integrasi teknologi blockchain dalam transaksi keuangan 

syariah membuka peluang untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan transparan. Blockchain 

memastikan setiap transaksi tercatat dengan aman, tidak dapat diubah, dan dapat diaudit secara 

terbuka, yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan transparansi dan 

keadilan dalam setiap transaksi dapat mengurangi potensi manipulasi atau ketidakjujuran dalam 

transaksi keuangan digital(Zuchroh, 2024). Sistem penilaian kelayakan pembiayaan berbasis big 

data dalam keuangan digital syariah. Dengan menggunakan teknologi big data, lembaga keuangan 

dapat menganalisis pola pengeluaran, riwayat transaksi, dan faktor-faktor lainnya untuk menilai 

kelayakan peminjam secara lebih objektif dan akurat, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan 

pembiayaan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan(Hasanah & Sayuti, 2024). 

Teknologi enkripsi, autentikasi dua faktor, dan sistem keamanan tingkat lanjut melindungi 

data pribadi dan transaksi pengguna, memastikan bahwa informasi sensitif tetap aman dari 

ancaman peretasan atau penyalahgunaan.(Asyari Hasan, Anisa Nurfitriani, Hesti Putri Rachman, 

Reja Wardana Putra, 2016) Dengan demikian, inovasi dalam produk dan layanan keuangan digital 

syariah tidak hanya memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, tetapi juga menjamin 

bahwa setiap transaksi dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang tepat, serta melindungi 

kepentingan dan keamanan pengguna secara maksimal(Hasanah & Sayuti, 2024). Pemberdayaan 

ekonomi melalui fintech inklusif membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini kesulitan mengakses 

layanan keuangan tradisional.  

Model pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, fintech syariah menawarkan solusi 

pembiayaan yang berbasis pada prinsip keadilan, seperti mudharabah atau musyarakah, yang 

memungkinkan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal tanpa terjebak dalam beban bunga 

tinggi atau ketidakpastian yang merugikan(Abdurohman, 2021). Pendekatan ini tidak hanya 

memberikan akses modal, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha mereka secara berkelanjutan. 

Salah satu keunggulan fintech inklusif adalah aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang 

kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Teknologi digital memungkinkan layanan 

keuangan menjangkau daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang sebelumnya terhalang oleh 

hambatan geografis, administrasi, atau sosial(Abdurohman, 2021). Hal ini membuka jalan bagi 
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mereka untuk memperoleh layanan keuangan yang adil, seperti pinjaman berbasis syariah, 

tabungan, dan asuransi, dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau. 

Dampak edukasi keuangan digital berbasis syariah menjadi sangat penting. Banyak 

masyarakat yang belum familiar dengan prinsip-prinsip keuangan Islam atau cara menggunakan 

layanan fintech secara efektif dan aman (Sari, Hartono, & Sayidatul, 2022). Melalui program 

edukasi yang terstruktur, dapat diberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan, 

menghindari riba, dan memanfaatkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan syariah untuk 

meningkatkan kualitas hidup.  Potensi pengentasan kemiskinan melalui inklusi keuangan digital 

sangat besar dalam  memberi akses ke layanan keuangan yang lebih luas, masyarakat yang 

sebelumnya terpinggirkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, mengelola 

pendapatan dengan lebih baik, dan memperbaiki taraf hidup  yang adil, transparan, dan berbasis 

pada prinsip syariah, fintech inklusif dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan peluang 

ekonomi yang merata dan berkelanjutan, serta mendukung pengentasan kemiskinan di berbagai 

lapisan masyarakat(Hasanah & Sayuti, 2024). 

 

3. Regulasi dan Tantangan Implementasi Fintech Pinjaman Online Syariah 

 

Kerangka hukum dan pengawasan dalam fintech syariah merupakan elemen krusial untuk 

memastikan bahwa layanan keuangan digital beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta 

memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen dan industri(Hermawan, Syamil, & 

Heriyati, 2020). Di tingkat nasional dan internasional, regulasi fintech syariah mulai berkembang 

pesat untuk mengakomodasi kebutuhan layanan keuangan digital yang berbasis pada prinsip-

prinsip Islam. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan operasional, 

perlindungan konsumen, hingga kepatuhan terhadap akad syariah untuk menciptakan ekosistem 

yang transparan, adil, dan aman bagi pengguna(Mena Amertha & Anwar, 2022). Peran lembaga 

pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sangat penting dalam menjamin 

bahwa fintech syariah beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. OJK, bersama 

dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan keuangan digital yang ditawarkan tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir(Rivanka Diaryzki, 

2023).  

Standarisasi prinsip syariah dalam layanan keuangan digital menjadi aspek yang sangat 

vital. Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti DSN-MUI memainkan peran penting dalam 

menetapkan fatwa atau pedoman yang mengatur pelaksanaan transaksi syariah dalam 

fintech(Usanti, 2015). Hal ini memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang disediakan oleh 

fintech syariah tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi 

dan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan transparansi. Koordinasi antar 

otoritas regulasi seperti OJK, DSN-MUI, dan Bank Indonesia menjadi faktor penentu untuk 

menciptakan keselarasan dalam kebijakan dan pengawasan(Hasanah & Sayuti, 2024). Kerjasama 

antara lembaga-lembaga ini memastikan bahwa fintech syariah tidak hanya mematuhi prinsip 

syariah, tetapi juga menjalankan operasionalnya dalam kerangka hukum yang tepat dan mengikuti 

perkembangan teknologi secara efektif(Lastuti Abubaka, 2019). Koordinasi ini, memperkuat sistem 

pengawasan, sehingga sektor fintech syariah dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, serta 

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. 

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat financial technology 

(fintech) di Indonesia, yang secara signifikan mengubah cara masyarakat mengakses layanan 

keuangan. Fintech hadir sebagai solusi keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau 

oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya di era digital saat ini. Kehadirannya tak hanya 

mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan dan inklusi finansial di 

berbagai wilayah Nusantara. Dari penggunaan layanan sederhana seperti ATM pada akhir 1980-an 

hingga perkembangan e-wallet, P2P lending, dan QRIS di masa kini, fintech telah menjadi bagian 

tak terpisahkan dari keseharian masyarakat modern. Sejarah fintech di Indonesia dimulai sejak 

Bank Niaga memperkenalkan ATM pertama kali pada 1987, diikuti oleh layanan e-banking dari 

Bank Internasional Indonesia (BII) setahun setelahnya. Perkembangan signifikan terjadi pada awal 
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2000-an dengan hadirnya KlikBCA, yang menjadi cikal bakal layanan perbankan berbasis internet. 

Pendirian Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada 2015 menandai tonggak baru kepercayaan 

masyarakat terhadap fintech. Hal ini didukung oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan 

peraturan tentang uang elektronik, yang memberikan landasan hukum untuk pengelolaan fintech 

secara aman dan terpercaya (Perkembangan Fintech di Indonesia dan Dampak Positifnya 

https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-

indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%

20Uang%20Elektronik dikutip 15 Mei 2024) 

. 

Keberadaan fintech membawa dampak positif yang signifikan. Dengan memperluas akses 

ke layanan keuangan, fintech telah meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat 

yang tinggal di daerah terpencil. Kemudahan transaksi yang memungkinkan pembayaran kapan 

saja dan di mana saja juga menjadi daya tarik utama, memberikan efisiensi waktu dan biaya. Dalam 

sektor usaha kecil dan menengah, layanan seperti P2P lending menjadi penyokong utama 

pengembangan UMKM dengan menyediakan modal usaha yang lebih mudah dan 

terjangkau(Kusumawati & Sadik, 2016). Selain itu, peluang usaha yang terbuka dan sistem 

pembayaran yang praktis membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan dampak 

sosial yang nyata di berbagai sektor. Pada ranah syariah, fintech juga memberikan solusi yang 

berlandaskan prinsip Islam, yaitu keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan syariat(Aravik, 

Hamzani, Khasanah, & Tohir, 2024). Layanan ini memberikan perlindungan konsumen melalui 

informasi yang jelas, mekanisme pembagian keuntungan yang adil seperti dalam skema murabahah 

dan mudharabah, serta saluran pengaduan yang responsif. Regulasi yang melibatkan pengawasan 

dari OJK dan Dewan Syariah Nasional-MUI semakin memperkuat kepercayaan masyarakat 

terhadap fintech berbasis syariah(Hasanah & Sayuti, 2024). 

Masa depan fintech di Indonesia sangat menjanjikan, didukung oleh peningkatan signifikan 

transaksi digital hingga 32% sejak 2019. Namun, beberapa tantangan masih mengintai, seperti 

rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat dan ancaman dari pinjaman online ilegal. 

Dengan regulasi yang kokoh, pengawasan ketat, dan peningkatan edukasi masyarakat, fintech 

memiliki potensi besar untuk terus tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi motor penggerak 

utama perekonomian Indonesia di masa depan. Transformasi yang telah terjadi membuktikan 

bahwa fintech bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan juga katalis perubahan sosial yang 

mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan 

(Perkembangan Fintech di Indonesia dan Dampak Positifnya 

https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-

indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%

20Uang%20Elektronik dikutip 15 Mei 2024). Strategi pengembangan ekosistem fintech syariah 

yang berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan bahwa sektor ini tumbuh secara sehat dan 

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Salah satu langkah pertama yang sangat 

penting adalah pengembangan infrastruktur teknologi keuangan syariah.  

Teknologi yang kuat dan dapat diandalkan akan memungkinkan platform fintech syariah 

untuk beroperasi secara efisien dan aman. Infrastruktur ini mencakup sistem pembayaran digital, 

keamanan data, serta platform yang mendukung transaksi berbasis syariah(Nila Atikah, 2024). 

Dengan infrastruktur yang baik, fintech syariah dapat mengatasi tantangan teknis dan memenuhi 

kebutuhan pasar yang terus berkembang. Kolaborasi antara startup fintech, lembaga keuangan, dan 

regulator menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem yang 

berkelanjutan(Sofiyanurriyanti, 2018). Kerjasama antara startup fintech yang inovatif, lembaga 

keuangan tradisional, dan regulator seperti OJK atau DSN-MUI akan memperkuat sistem 

pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah(Dz., 2018). Kolaborasi ini juga dapat 

mendorong adopsi teknologi yang lebih cepat, memperluas jangkauan layanan, serta menciptakan 

kebijakan yang mendukung pertumbuhan fintech syariah yang inklusif dan adil. 

Program edukasi yang menyasar konsumen, pelaku usaha, dan bahkan pengembang 

teknologi akan membantu mereka untuk lebih memahami manfaat dan cara kerja fintech 

syariah(Norrahman, 2023). Hal ini juga akan mempercepat penerimaan masyarakat terhadap 

https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik
https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik
https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik
https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik
https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik
https://www.upitra.ac.id/berita/read/perkembangan-fintech-di-indonesia#:~:text=Bahkan%2C%20pengguna%20Fintech%20di%20tahun,PBI/2016%20tentang%20Uang%20Elektronik
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fintech sebagai solusi keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Industri fintech yang 

dinamis menuntut adanya riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru 

yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar(Sadari & Hakim, 2019). Inovasi 

tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga pada model bisnis yang mendukung inklusi 

keuangan, seperti pembiayaan mikro berbasis syariah atau penggunaan big data untuk menilai 

kelayakan kredit(Norrahman, 2023). Dengan kombinasi pengembangan infrastruktur yang kokoh, 

kolaborasi yang kuat, edukasi yang efektif, dan inovasi yang terus berlanjut, ekosistem fintech 

syariah dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat dan perekonomian(Sadari & Hakim, 2019). 

 

IV. KESIMPULAN  

 

Pengembangan infrastruktur teknologi yang kokoh, kolaborasi antara startup fintech, 

lembaga keuangan, dan regulator, serta penerapan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan 

keadilan dan transparansi, adalah faktor-faktor kunci yang dapat mendorong keberlanjutan fintech 

syariah di masa depan. Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait fintech 

syariah menjadi bagian integral dalam memperluas adopsi teknologi keuangan berbasis Islam 

dalam implementasi fintech syariah masih ada, terutama dalam hal pengawasan yang efektif, 

perlindungan konsumen, serta penegakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap 

transaksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, audit berkelanjutan, serta inovasi dalam produk dan 

layanan keuangan syariah perlu terus dikembangkan agar fintech syariah dapat memberikan 

manfaat yang optimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. 

Sebagai saran, para pelaku industri fintech syariah perlu terus berinovasi dengan 

menciptakan solusi yang lebih inklusif dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Kolaborasi yang 

lebih erat antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga syariah sangat diperlukan untuk 

menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Penguatan literasi keuangan digital berbasis 

syariah juga harus menjadi fokus utama agar masyarakat dapat memanfaatkan fintech secara bijak 

dan bertanggung jawab. 
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